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GAWA| NE
PEMERINTAH KABUPATEN BANDSEIZI SIAPRHA'?' LINGKUNGAN

BUPATI BANDUNG BARAT

bahwa dalam rangka meningkatkan

keterampilan dan sikap Pegawai Neger: .
geri Sipil agar lebih mampu
gig;“dme|zf(§aﬂakf3ﬂ tgas dan fungsinya sesuai dengan bidang
Berly d%"‘ disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah,
P erikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil di ingkungan
merintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengikuti pendidikan

dengan status tugas belajar, baik P i :
Pasca Sarjana: jar, baik Program Diploma, Sarjana maupun

pengetahuan akademik, profesi,

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu
untqk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor §5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perperintah l'.)_aerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);
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5. Undang.y
-Und
bupaten Baar:m% Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Republik 'ﬂdonasiag Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Negara Republik IndonanLIInNzoo? o 14, Tambahan Lembaran
a (]
6. Peratyran Pemering omor 4868),

Pangkat Pegawa| N: h Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Tahun 2000 Nommgerl Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 4 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Peraturan Pemerinta 17), sebagaimana telah diubah dengan
Atas Peraturan pema Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
Pangkat Pegawai Neerfmah_ Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Tahun 2002 Nomu:)rgeari Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 41 03). Tambahan Lembaran Negara Republik
Peraturan pg

Urusan Pem;:i?n:g]r:aah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Provinsi dan Pemer, tAntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Negara Republik | rntahan  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Lembaran N Ndonesia Tahyn 2007 Nomor 82, Tambahan

N Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Pueretapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG
& TUGAS BELAJAR BAGI BARAT TENTANG PEDOMAN

PEGAWAI NEGE AN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG gy 1 DI LINGKUNG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur

| penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di

. lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

§. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

7. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten

~ Bandung Barat.

8. Asisten adalah Asisten Bidang Administrasi dan Kepegawaian pada Sekretariat

. Daerah.

9. Kepala Bagian Kepegawaian, yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala

‘#  Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

" Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di

F  lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

‘#1. Karyasiswa adalah PNS Kabupaten Bandung Barat dalam status Tugas Belajar.

. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
pada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendldlkar) program diploma, strata 1,

| strata 2, dan strata 3, baik di dalam maupun di luar negeri.

13. Sponsor adalah lembaga stau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan

. bersifat tidak mengikat.

Bidang studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh karyasiswa sesuai

dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
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BAB ||
PERSYARATAN

Pasa| 2

at diberikan i
P tugas belajar harg memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut

ésa kerja minimal 2 (dua)
ilai DP-3 dalam 2 tahun te
pidang studi sesuai denga

tahL.m Sejak pengangkatan PNS;
rakhir bernilaj baik untuk semua unsur;

n kebutuhan Pemerintah daerah;

Hak pemah dikenakan hukum inli ; .
ﬂc;ktu 6 (enam) tahun terakhiri?aﬂlsr:p"" pegawai dengan kategori berat dalam kurun

waktu 3 (tiga) tahun terakhir atay, tidakl-l!s::t'-:(rin Ao Pegei Kabigcr sedend SRS

pPNS; dan
pagi PNS yang menduduki jabatan struktyra
jabatan.

ang dalam proses pengenaan sanksi disiplin

bersedia untuk mengundurkan diri dari

BAB Il
PROSEDUR

Pasal 3

seluruh Informasi yang berkaitan dengan program tugas belajar dari lembaga/instansi

pendidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh Bagian Kepegawaian, untuk selanjutnya
disebarluaskan ke masing-masing unit kerja.

persyaratan administrasi untuk mengikuti program tugas belajar disiapkan oleh PNS
yang bersangkutan.

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke Bagian
Kepegawaian dalam rangkap 2 (dua).
Bagian Kepegawaian melakukan seleksi kelengkapan persyaratan administrasi.

PNS yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon karyasiswa
pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Calon karyasiswa yang mendapat sponsor dari luar pemerintah daerah, berkas
persyaratannya akan diteruskan kepada sponsor dimaksud untuk bahan seleksi.

Bagi calon_Karyasiswa yang telah diterima oleh perguruan tinggi tempat belajar, Bagian
Kepegawaian membuat usulan penerbitan Keputusan tugas belajar kepada Bupati.

Keputusan tugas belajar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Bagian
Kepegawaian.

Pasal 4

Jangka waktu tugas belajar yang dapat diberikan adalah :
a. tiga tahun bagi Pogram Diploma 3 (D3),

b. lima tahun bagi Program Strata 1 (S1),

¢. dua tahun bagi Program Strata 2 (S2); dan

d. tiga tahun bagi Program Strata 3 (S3).

Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan
apabila program pendidikan dan atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu
penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.
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BAB Iv
PEMBIAYAAN

Pasa) 5

1 ntuk pelaksanaan tugas belai
oy | elajar p
92 etau Sponsor Dalam dan Luar Nege; NS dapat bersumber dari Pemerintah Daerah

1 bila tugas belajar dibiayai S—
| noadia Ibiayai dari pemerins '
e | ah daerah, komponen biaya tugas belajar
biaya pe:d:ic;kan, dllbayarkan setiap semester atay setiap tah

p. tunjangan hidup selama pendi ' i

c. tunjangan buku, dibayarkan se‘::';;ns.::;b:s):rkan setia.p By, gl ot T
g. tunjangan ATK, dibayarkan setiap Semeeterr !;tau o i

g. transportasi lokal, dibayarkan setiap semest: o setla? el

f r atau setiap tahun;

: tunjangan penelitian dalam ran
sekali dalam masa ;:'endidikaamnygal?ad,f'ne nyusunan skripsithesis/disertasi dibayarkan

~ biaya pembuatan passport bagi
: sekali dalam masa pfamdic:jikanng;a,Kawask“”a yang studi diluar negeri, dibayarkan

Apabila tugas belajar dibiayai dari spons : ikuti
(2) ketentuan yang berlaku dari sponsorFt)erseot;L’:tl,mmponen Bayanye:menghil Kepris ’

Pasal 7
{  Tata cara pembayaran biaya tugas belajar den i h
(1) perpedoman kepada peraturan perundanQ'Undan%aaZ_s”mber dana pemerintah daera

{ ;) Tata cara pembayaran biaya tugas belajar dengan s i
i (2 \an diatur oleh sponsor yang bersangkujtan_ gan sumber dana sponsor dilaksanakan

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN KARYASISWA

Pasal 8

swa adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan
gan perundang-undangan.

¥ 2k kepegawaian karyasi
pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai den

Pasal 9

Kewajiban karyasiswa meliputi:

menandatangani dan mentaati perjanjian tugas belajar;
dikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan tugas belajar;

¥ mengikuti program pendi

¢ menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Keputusan

| Tugas Belajar; q
melaporkan kemajuan tugas belajar secara berkala kepada Bupati melalui Bagian ’
Kepegawaian serta SKPD asal karyasiswa;

menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Bupati serta SKPD-nya selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirmya masa studi; dan

mengabdi kembali kepada pemerintah daerah minimal 2 (dua) tahun setelah selesai

masa tugas belajarnya.

i
I
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BAB V|
PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

| Pasal 19
1 | aryasiswa yang tidak dapat men
” gaga aimana Pasal 5, dapat diberikan

serpanjangan _tugaa belajar seb.
Eepa da Karyasiswa karena:

anya perubahan jadwal studi : '
] gcrjogi?;m Studi; % ¥eng dibuktikan sl i o S
akit keras yang dibuktikan denga ' ' -

b. ; apat mengikuti studi dalam semgsferk;;iﬁﬁﬂf:aﬂgﬁfﬁgn“hmgga aadae

grmohonan perpanjangan tugas belajar diajuka ; ian paling
|Pa mbat 3 (tiga) bulan sebglum masa tugas bejlajarnb:ap:&? Bagian Kepegawaian p
perpanjangan tugas belajar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

ngka wal_du maksimal yang dapat diberikan un i iar adalah
ﬁsgtu) kali perpanjangan selama 1 (satu) lahun.tUk perpeyjenose gkt DRI

yelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu
o Perpanjangan tugas belajar.
Mana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan

Pasal 11

aqi karyasiswa yang dibiayai dari pemerintah d iberikan Dbiaya
per%anjangan tugas belajar. aerah, dapat diber Yy

agi karyasiswa yang dibiayai oleh sponsor apabila pihak sponsor tidak memberikan
iaya perpanjangan tugas belajar sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf a, maka biaya
o erpanjangan tugas belajar menjadi tanggung jawab karyasiswa.

BAB VI
PEMANTAUAN/EVALUASI

Pasal 12
ian Kepe.gawaian‘ memgntau, menilai dan mengevaluasi ka
laporan kemajuan bglajar dari karyasiswa dan melalui supervisi langsung ke pergu
tinggi tempat karyasiswa mengikuti pendidikan.
Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi seperti pada ayat (
Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan set

bulan.

ryasiswa melalui

Bag
ruan

1) dilaporkan kepada
iap 6 (enam)

BAB VIl
SANKSI
Pasal 13

ang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
la tidak melaporkan kemajuan tugas belajar sebanyak 2 (dua) kali dalam

Karyasiswa y
teguran apabi
2 (dua) semester,

dihentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar

sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa tugas belajarmnya,;
status tugas belajamya dicabut dan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai
peraturan perundangan, apabila mengundurkan diri dari karyasiswa sebelum masa
tugas belajarnya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau secara

t melanjutkan pendidikannya yang dinyatakan secara

akademik karyasiswa tidak dapa
embalikan ke tempat tugas semula;

tertulis oleh Ketua Program Studi, dan dik
dan atau pengembalian ketempat tugas semula dan

pencabutan status tugas belajar dan : :
atau pengenaan sanksi administrasi sesual peraturan perundangan dan ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
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: Pasal
perpindahan bidang studi dan b

. pe i 4
| ;[1) setelah ada Keputugan Bupati be?";dahan perguruan tinggi hanya dapat dilakukan
| 4an perguruan tinggi tempat belaj Sarkan rekomendas; dari Bagian Kepegawaian

. . amya

1 Syarat?syarat Perpindahan bidang stugi ‘
7 L emudian. dan perpindahan perguruan tinggi akan diatur
; Pasa 15

bali karyasi
. patan kembali karyasiswa yan, _
. { g:perhailkan formasi jabatan dan bidar?g t:te:g?ny;u'”s ditetapkan oleh Bupati dengan

1 Pasal 1g
4 . pNS yang menduduki jabatan fun si iberi j

Bae%i'nzgalkan tugas kedinasan sehari- gﬁ,°"a' tertentu dapat diberikan tugas belajar tanpa
e

;
|

|

|

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

} laksanaannya terdapat :
|, abila dalam pe Y: Pal perubahan dan at
q AP turan ini, proses penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati, S pengmpanI: terhacap

o perd

Pasal 18

j nenga” berlakunya peraturan in_i, makq Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2004
W entang Pedoman Tuga§ Belajar B_ag| Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
W bupaten Bandung, dinyatakan tidak berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten
¥ gandung Barat.

Pasal 19

®eraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padalarang
pada tanggal 26 Desember 2007

iundangkan di Padalarang
Jada _taﬂqg{26 Desember 2007

(- Plt-SE
BUP :
:ETD‘ ~ el
! ""‘ Hh /

ARIS DAERAH
DUNG BARAT,

e N
>

s
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2007 NOMOR 17
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